

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :  
a. [bookmark: _GoBack]Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan program kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan wewenang  yang diberikan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Badan;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan,  pemberdayaan kesatuan dan kerukunan masyarakat, kerukunan antar umat beragama dan aliran penghayat kepercayaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan situasi daerah yang kondusif;
7. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
8. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemberdayaan kesatuan dan kerukunan masyarakat, kerukunan antar umat beragama dan aliran penghayat kepercayaan, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan situasi daerah yang kondusif;
9. Melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintahan daerah, DPRD, lembaga politik dan kemasyarakatan lainnya;
10. Menyelenggarakan koordinasi musyawarah di daerah;
11. Membina kerukunan antar umat beragama dan aliran penghayat kepercayaan;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

